IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PADA PEMILU LEGISLATIF
TAHUN 2014 DI KABUPATEN JENEPONTO

ISMAIL

Nomor Stamhuk : 105640072010

G\M
LAS S .

N\
W

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2017



IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG
KOMISIPEMILIHAN UMUM (KPU) PADA PEMILU LEGISLATIF
TAHUN 2014 DI KABUPATEN JENEPONTO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2017



Judul Skripsi

Nama Mahasiswa

Nomor stambuk

Ir !‘:g '3”.7 .
3 limy S5\

PERSETUJUAN

: Implementasi tugas dan wewenang komisi

Pemilihan umum (KPU) pada pemilu
legislatif 2014 di Kabupaten Jeneponto

: Ismail
: 105640072010




PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ismail

Nomor Stambuk : 10564 0672016

%‘*!}!i!f/




PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh panitia ujian skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Rektor
Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 1691/FSP/A1-VIIVIV/36/2017,

0 Ay >
IIIIIIIIIIIII

.......................

..............................

3. A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si

4. Muchlas M Tahir, S.IP, M.Si Cod L) /50 T )



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah memenuhi snya, sehingga penulis dapat

sosial dan

terwujud

a itu pada

2. lbu Hj. Andi Nuraeni Aksa Selaku pembimbing | dan Bapak Dr. Samsir
Rahim, S.Sos, M.si selaku pembimbing Il yang senantiasa meluangkan
waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat
diselesaikan.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Idris M.Si selaku dekan fakultas ilmu sosial dan

ilmu politik universitas muhammadiyah Makassar.

Vi



4. Andi Luhur Prianto, S.IP, M.SI selaku ketua jurusan ilmu pemerintahan
fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas muhammadiyah Makassar.
Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun

sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat

memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Vii



Halaman Sampul
Halaman Persetujuan

Halaman Penerimaan TIM

GMmMOOw>

DAFTAR ISl

“"’Pm
"-‘3 Ammf’

BAB IIl. METODEPENEE

Waktu dan Lokasi Penelitian
Jenis dan Tipe Penelitian
Sumber data

Informan penelitian
Teknik Pengumpulan Data
Teknik Analisis Data

Pengabsahan Data




BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian 49
B. Implementasi tugas dan wewenang KPU pada pemilu
legislatif 2014 di jeneponto 51

C. Faktor yang mempengaruhi implementasi tugas dan
wewenang KPU pada pemilu legislatif 2014
di Jeneponto 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .............c........ A S 75
B. SAran ......oooooiii o e M 76

DAFTAR PUSTAKA



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Secara Konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 22E ayat (2) disebutkan bahwa “Pemilihan

Umum diselenggarakan unggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia terbentuk dalam “susunan Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” dalam suatu “Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia’. Pernyataan tersebut sekaligus merupakan
penegasan bahwa demokrasi dianut bersama-sama dengan prinsip negara

kontitusional.



Terdapat dua jenis atau model demokrasi berdasarkan cara pemerintahan
oleh rakyat itu dijalankan, yaitu demokrasi langsung dan demokras
perwakilan. Demokrasi langsung dalam arti pemerintahan oleh rakyat sendiri
dimana segala keputusan diambil oleh seluruh rakyat yang berkumpul pada

waktu dan tempat yang sama hanya mungkin terjadi pada negara yang sangat

kecil, baik dari sisi luas n"‘:.. pun jumlah penduduk. Model demokrasi

langsung sudah tidak=fii di masa modern ini karena

; /n: rLﬁ’ h;UH 4 u eni ngkat.

. !’hKn S (i i -’-f careifakan hal tersebut
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SOMANST apo, Mac

wilayah nega

1945 sebagaimana
elenggarakan dalam
rangka memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil
Presiden. Hal ini secara langsung bahwa UUD NRI Tahun 1945 menyebut
beberapa jenis pemilu di Indonesia. Pemilihan umum, DPR, DPD, dan DPRD,
serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden masuk dalam rezim

pemilu.  Adapun praktik pemilihan kepala daerah masuk dalam rezim



pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang PemerintahanDaerah. Namun, dalam perkembangannya
pemilihan kepala daerah juga masuk dalam rezim pemilu. Hal ini tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.
UU Nomor 22 Tahun 2007 merupakan komplikasi dan penyempurnaan yang

komprehensif dalam

;*.. adap semua pengaturan penyelenggara

calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menjadi peserta pemilu.

Sistem dan penyelenggaraan pemilu telah mengalami  banyak
perkembangan dan perubahan. Setiap pelaksanaan pemilu selalu memiliki
Undang-Undang (UU) tersendiri sebagai dasar pelaksanaannya. Untuk

pemilihan umum tahun 2014, salah satu undang-undang yang menjadi dasar



pelaksanaanya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD, dan DPRD, salah satu muatannya mengatur tentang kampanye

pemilihan umum bagi peserta pemilihan umum. Pada bagian metode/tata cara

/ :.MUH '
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Pasal 10 ayat 3

Undang-Undang i5 Tan , ang penyelenggaraan pemilu,
Salahtugas KPU adalah Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan
legidlatif kepada masyarakat,akan tetapi pada kenyataanya dalam berbagai
penelitian, ditemukan faktamengenai antusiasme masyarakat terhadap proses
dan hasil Pemilu legidatif yang cenderung semakin menurun dibeberapa

daerah di Jeneponto. Meskipun tidak ada angka yang pasti mengenai berapa



persen jumlah parsitipas masyarakat agar Pemilu legislatif dikatakan tinggi
tetapi fakta penurunan parsitipasi masyarakat menunjukkan adanya persoaan
dalam Penyelanggaraan Pemilulegidatif.

Berbicara mengenai penyelenggaraan Pemilu legidatif di kabupaten

Jeneponto. Tidak dapat dipungkiri setelah dilakukannya pemilihan masih

terdapat sebagian masyarakat seefiansadar memang tidak mau menggunakan

—

Alewvan provinsi,pusat dan DPD

semangat masyarakat yang semula berniat untuk berparsitipasi. Dan masaah

terparah ketika parsitipass masyarakat hanya didorong oleh semangat
pragmatisme. Kalau ada kandidat yang memberi keuntungan mareka mau

berparsitipasi, jikatidak makatidak perlu berparsitipasi.



Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, maka pendlitian ini
mencoba mengelaborasi peran KPU Kabupaten Jeneponto dengan mengangkat
judul “Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pada Pemilu legidatif Tahun 2014 Di Kabupaten Jeneponto’”’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belaka
rumusan masalah MUH
almpiey “P‘ AMJ <on i Pemilihan Umum

f,«Q"ﬁwP‘KH S84 ﬁ;{%@\.
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ang telah dijelaskan di atas maka

Dan
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yang
omisi Pemilihan
dupaten Jeneponto

2. Untuk mengidentifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementas
Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu

legidlatif tahun 2014 Di Kabupaten Jeneponto

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis



Sebagal salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi
kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu
pemerintahan dan sebagai salah satu bahan referensi dan informasi bagi

parapenditi lainnya yang berminat untuk mengkaji mengenai hal-ha yang

menyangkut peran lembaga dan kontribusinya bagi masyarakat.




BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Teori
A.Implementasi

Hinggis (1985) dalan Harbani Pasolong (2011:57) mendefinisikan

implementasi sebagai el berbagal kegiatan yang di dalamnya

sumber daya manusiai
strateg. /”@%ﬁ%;iﬂg"fﬁ ;4 ,#‘q edua yf.;\ng dlterbltkar.l

/-i‘" A %

Mil,
":':Q :—:ww ;\“ '}'.5!’ -f/‘,?.;-f o ?j;

=

._\» untuk mencapal sasaran

Secara garis besar implementasi dapat diartikan sebagai setiap kegiatan

yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Sedangkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Solichin A.W
(2005 : 65), mengatakan bahwa*“Memahami apa yang senyatanya terjadi

sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus



perhatian implementasi  kebijaksanaan, yakni kejadian-kegadian dan
kegiatankegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman
kebijaksanaan Negara, yang mencakup balk usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata

pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

wa implementasi hanya merupakan

Orang sering ber
- M

ain AW (2005:65),
kemudian memberika =1 i itan ‘ i yaitu:“Tindakan-
tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau
kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.
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Pressman dan Wildavsky dalam Solichin A.W (2005:65) menyatakan
bahwa: ”Sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait
langsung dengan kata benda kebijaksanaan”.

Sehingga bagi kedua pelopor study implementasi ini maka proses untuk

mel aksanakan kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama dan oleh

berupa perbaikan-

perbaikan mendasar (upaya untuk melaksanakan perbaikan) dalam muatan atau
isinya.

Implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan. Gow dan Morss
dalam Harbani Pasolong (2011:59) mengungkapkan antara lain (1) hambatan

politik, ekonomi dan lingkungan, (2) kelemahan ingtitusi, (3) ketidakmampuan
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SDM di bidang teknis dan admistratif, (4) kekurangan dalam bantuan teknis,
(5) kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) pengaturan waktu, (7) system
informasi yang kurang mendukung, (8) perbedaan agenda tujuan antar actor,

(9) dukungan yang berkesinambungan.

B. Tugas dan wewenang

Tugas dan wewenang S

Pada dasarnya tugas adalah suatu kewgjiban yang harus dikerjakan,
pekerjaan merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau
melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam
moekijat (1998:9): Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian

atau satu unsur dalam suatu jabatan. Sementara Stone dalam Moekijat
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(1998:10), mengemukakan bahwa Suatu tugas merupakan suatu kegiatan

pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan

spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary

Miner dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa:“Tugas adalah

kegiatan pekerjaan tertentu yAugsdilakukan untuk suatu tujuan khusus”.

a /

Sedangkan me '
o -1“ plﬁ u H 1@
“\F;\K.A S O JA 4’

P kegiatan yang
o \\.dllr.;// o

‘—vr.-q ,,uu f; “gapet_k A a tugas
P "" s

gas adalah suatu bagian atau

as adalah gabungan

hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya.
Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang
berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legidlatif

dari kekuasaan eksekutif atau administratif.
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Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau
kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan
tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian
tertentu sgja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk

memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

yang telah diakui

serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.
Hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan

memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang

dimiliki oleh Eksekutif, Legidlatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal.

Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses



14

penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a)
lhukum, b) kewenangan (wewenang), c) keadilan, d) keujuran, €)
kebijakbestarian, dan f) kebajikan.

Kewenangan sering disggarkan dengan istilah wewenang. Istilah

wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disgjgarkan
dengan istilah “bev am istilah hukum Belanda. Menurut
Phillipus M. i \\ perbedaan antara istilah
. S diy
‘I . ]| DI r
Nl e
. h\f\\;:.,?tffj |

gtall. \WaAerRan( Senarusnya. « GL'TF d
\.. 'S 4 9

L

” (bagian) tertentu
sgjadari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang
(rechtsbe voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum
publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang

membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam
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rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi
wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang

diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-

akibat hukum.

Pengertian wew . Stoud adalah wewenang dapat

engadakan pengaturan  atau
mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh
dari kongtitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi
menunjuk pada kewenangan yang adli atas dasar konstitusi (UUD). Pada
kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada

organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun
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dalam arti pemberian wewenang, tetapi yang diberi mandat bertindak atas
nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pegabat yang diberi
mandat menunjuk pegabat lain untuk bertindak atas nama mandator

(pemberi mandat).

Kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer

\\\‘ﬂiﬁf{r///

’ﬂa. M l.

Zost

PN

keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi.
Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian
pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat

didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi
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bahwa peraturan hukum menentukan menganai kemungkinan delegasi
tersebut.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada
(konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang
sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan

fdan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa

didukung oleh sumber

{1 Eﬁﬁ ‘ 3 den mandat. Kewenangan organ

‘*\}KA‘S tkan oleh hukum
) ok

N.D. Aroradan S.S. Aswathy menyatakan kata Demokrasi berakar pada
kata “demos” dalam bahasa Yunani kuno yang berarti suatu bentuk
pemerintahan oleh suatu populasi yang berlawanan dengan kelompok kaya
dan para aristokrat. Karena itu, dalam pengertian Yunani kuno demokrasi

adalah kekuasaan oleh orang biasa, yang miskin dan tidak terpelagjar
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sehingga demokrasi pada saat itu, misalnya oleh aristoteles, ditempatkan
sebagai bentuk pemerintahan yang merosot atau buruk.
Secara umum dapat dikatakan demokrasi adalah suatu sistem yang

merupakan lawan teokrasi. Dalam sistem teokrasi, Tuhan adalah pusat dan

patokan dari segala aktifitas yang berkaitan dengan politik. Manusia adalah

pemerintah melalui suatu sistem pemilihan. Jadi pemerintah mendapat
mayoritas dukungan rakyat melalui pemilihan adal ah pemerintah yang absah

dan memiliki legitimasi yang kuat.
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2. Definisi Pemilu
Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam
waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan
perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan

pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakilwakilnya untuk

menjalankan pemerintahan.
Defenisi  pemilifiai para ahli: A.S.S. Tambunan,
Pemili f \*“" nokarn 1asas kedaulatan rakyat
{ 6 ) pakan penga @-- ipada hak-hak

N
.‘\Vw.q
N

pemilu. Sesuai asas
bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada
rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat
mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
Parulian Donad, Pemilu bukanlah segala-galanya menyangkut

demokrasi. Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-
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sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu. Tetapi bagaimanapun,
pemilu memiliki arti yang sangat penting bagi proses dinamika negara.
3. Hubungan Demokrasi dan Pemilu

Terdapat dua jenis atau model demokrasi berdasarkan cara

pemerintahan oleh rakyat itu dijalankan, yaitu demokrasi langsung dan

yang dipilih dan dibentuk oleh rakyat.
Pada titik inilah berjalannya demokrasi perwakilan menghendaki
adanya pemilu. Pemilu setidaknya merupaka mekanisme untuk membentuk

organ negara, terutama organ pembentuk hukum yang akan menjadi dasar
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penyel enggaraanpemerintahan negara. Karenaitu, pemilu merupakan bagian
tak terpisahkan sekaligus prasyarat demokrasi perwakilan.

Mengaitkan pemilu dengan demokrasi sebenarnya dapat dilihat dalam
hubungan dan rumusan sederhana sehingga ada yang mengatakan bahwa

pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk

mel aksanakan demokr A okras diartikan sebagai pemerintahan
A rakyat untuk menentukan

pemerintah =-' M U H-"IM menjadi niscaya karena

. fle A‘S %, s hdemokrasi yang
./,.-f"m ‘W( 157% % -

\\\\i“’i hjf / L
.

Y.
-y

eskipun demokrasi
tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan
sadlah satu aspek demokras yang sangat penting yang juga harus
diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-

negara yang menamakan diri sebaga negara demokrasi mentradisikan
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pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik dibidang legidatif dan
eksekutif baik di pusat maupun daerah.
D. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Indonesia
1. Dasar Hukum

Sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia

terhitung telah mengalam | pemilu. Mekanisme maupun

masa berkembang sgjalan

| lu tersebut juga

Adapun dasar hukum pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD,
serta aturan tentang pemilihan umum yaitu:

a. Undang Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

b. Undang Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum.
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¢. Undang Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemiilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Daam hal sistem Pemilu, penyelenggara, penetapan hasil, dan
pelanggaran, tidak ada perbedaan substantif antara UU Nomor 8 Tahun
2012 dengan UU No
mekanisme dan pepvEie 5i"ne

2008. Perbedaan besar terdapat pada

S O i, Kedua, adanya
]

mengikat. Pengecualiannya adalah keputusan sengketa pemilu yang
berkaitan dengan verifikas Partai
Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, dan

DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Apabila sengketa yang
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demikian itu tidakdapat diselesaikan oleh Bawaslu, para pihak dapat
mengajukan gugatan tertulis ke PTUN.

Untuk penyelesaian tindak Pidana Pemilu, perkaranya diperiksa dan
diputus oleh pengadilan negeri. Penyidikan tindak pidana Pemilu dilakukan
oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam waktu 14 hari

arus menyampaikan hasil penyidikannya

sgjak diterima laporan, ’\\

berkas perkara.
mohonan banding
digukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan negeri
melimpahkan berkas permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling
lama 3 hari setelah permohonan banding diterima. Pengadilan tinggi

memeriksa dan memutus perkara bandingpaling lama 7 hari setelah
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permohonan banding diterima, dan putusan ini merupakan putusan terakhir
dan mengikat sertatidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Guna mendukung penegakan hukum Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2012
membentuk  Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang bertujuan

menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu,

Bawadlu, Kepolisian, +-* AN Agung
. Syarat Menjadi~7% ; Provins dan DPRD

Kabupaten/

d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;

e. Berpendidikan paing rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah
aliyah, sekolah menengah keuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau

pendidikan lain yang sedergjat;
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. Setia kepada Pancasila sebagal dasar negara, UndangUndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamas 17
Agustus 1945;

. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunya kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancafi *dengan pidana penjara 5 (lima) tahun

atau lebih;

akuntan publik,
advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau
tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang
berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang
dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang,

dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
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kabupaten/kota  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara

lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada

badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta

a. Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil;
biasanya disebut Sistem Distrik)

b. Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa
wakil: biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem

proporsional)
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Sistem pemilihan distrik disebut juga dengan istilah sistem
perwakilan distrik atau mayoritas (Single-member Constituency).
Dinamakan sistem distrik karena wilayah negara dibagi dalam
distrikdistrik pemilihan (daerah-daerah pemilihan) yang jumlahnya sama

dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dikehendaki.

Misanya, jumlah anggota

/ ukan 300 orang, maka wilayah

negara dibagidalel tiban  (daerah pemilihan atau

Constitue épﬁ M‘ JH Jiwakili oleh satu orang
/: \‘\p.KASS.q

l "' f,.. idi badan

af'“-"(‘. Fb ‘u 3 alkan

rakyat tersebut tergantung
kepada berapa jumlah suara yang didapat setiap partai politik yang ikut
pemilu itu.

Sistem proporsional data digunakan dalam 300 variasi, tetapi ada
dua metode yang utama yaitu: (1) Hare System (Single Tranferable

Vote); dan (2) List System.
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1) Hare System
Daam sistem Hare Systempemilih diberi kesempatan untuk
memilih pilihan pertama, kedua dan seterusnya dari distrik yang

bersangkutan. Jumlah imbangan suara yang diperlukan untuk pemilih

ditentukan dan segera jumlah keutamaan pertama dipenuhi apabila

bergeser pada masa reformasi yang memilih sistem perpaduan antara
proporsional dan distrik, yaitu distrik berwakil banyak. Terdapat
distrik dalam bentuk daerah pemilihan sebagai basis keterwakilan,

namun setigp daerah pemilihan diwakili oleh beberapa wakil yang
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penentuannya ditentukan secara proporsiona beradasarkan perolehan
suara.

Pemilihan Umum tahun 2014 di Indonesia menentukan sistem
pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsiona

terbuka. Hal ini 'r‘:. a_cara pemilihan anggota DPR, DPRD

Provinsi, dan-PER ptasadalah dengan memilih calon
A p\q MUH#{ ;bz eserta pemilu yang juga
o\ "y,

@2 SKASS ., g

SR\ » O

Secara ringkas mungkin, KPU yang ada sekarang merupakan KPU

keempat yang dibentuk sgak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-
2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53
orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama
dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan

Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis
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dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus
Dur) padatanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007
yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi,

akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus

Syamsul bahri yang urung dilz ﬂ karena masalah hukum.

Untuk meng wilthan Umum 2009, image KPU

- K MUH4, N
harus diub 15\« 4 J:?. carg_efektif dan mampu
"KASS 2 .,
‘- o= '\\\\d“ o
Kyt _*_ﬁ-.. ebih b a%r &

Terlaksananya

‘gjn‘l-

yelenggara Pemilu.
Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-
partisan.untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama
pemerintah mensyahkan Undang-undang

Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya

keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-
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undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003
Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun
2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara

Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan

oleh suatu Komisi a-q (KPU) yang bersifat nasional, tetap,
dan mandiri. e aan bahwa wilayah kerja dan
Umum mencakup
'

28N asS SseCara

Rakyat Daerah;
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam
beberapa peraturanperundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1

(satu) undang-undang secara lebih komprehensif.
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Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu
diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai
lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu
sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya

bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta

dalam hal penyelenggaraan sélu tahapan pemilihan umum dan tugas

i "’/ siHen kepada Dewan Perwakilan

sun dan ditetapkan

.0de Etik Penyelenggara Pemilu

dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk
Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR,

DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan

diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang
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Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang.
Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak
mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan
kewgjiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap,

jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil

Tahun 2007 Tentang
arus memperhatikan
— \'\i‘d #

L-m

dari lima orang yang enetapkan calon anggota KPU
yang kemudian digjukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti
fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang
NO 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Caon
Anggota KPU padatanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar

yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270
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orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang
calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos
tes tertulis dan rekam jegjak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

2. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sebagai konsekuensi ketentuan konstitusional bahwa penyelenggara

Pemilu bersifat nasuon andiri, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 22
KPU provins, dan KPU

provinsi ba ' J iasional. Ha ' dalam hal penetapan
hasil Pemilu untuk anggota DPRD provins dan dalam pelaksanaan
pemilihan gubernur dan wakil gubernur, untuk menjamin bahwa Pemilu
dilaksanakan sesuai dengan asas-asas konstitusional. Sebaliknya KPU
nasional juga dapat memberikan sanksi apabila KPU provinsi melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan pel aksanaan Pemilu.
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Mengingat penyelenggara Pemilu adalah satu kesatuan organisasi,
peran KPU provinsi meliputi semua penyelenggaraan Pemilu, tidak hanya
untuk Pemilu DPRD provinsi atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
Bahkan untuk pelaksanaan pemilihan bupati/walikota pun, KPU memiliki

peran yang besar terutama dalam hal mengkoordinasikan dan memantau

pel aksanaannya. Untu Pemilu anggota DPR, DPD, dan Pemilu
Presiden dan W \

. juga memiliki peran dan
tanggungjaw a/-t:“ P‘*ﬁ MU Hd!ﬁ} slenggara Pemilu dan UU

Q/%‘b \%P’-"("AS 84 A

o pelakorien Pl 7009, 14
S 5 ‘h\\\:ﬂ!!!tf/ﬂ

[}
W Ak~ adalan palaksanaan.~ e e al akil
N g2 wal

s
=5

nakoc milu bipati/walikota.

4. menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provins dan KPU
Kabupaten/K ota

5. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanks administratif
kepada anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaran Pemilu yang
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sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan
peraturan perundang-undangan
3. Tugasdan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen dalam sistem

ketatanagaraan Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan kewajiaban

sebagal penyelanggara pemiléiivang disebutkan dalam Undang-Undang

Nomor 15 Tahu ;.n*/ >1e,

G pS MUH4

s
A NKASS 4 A\
& 5 M o

p =

nel aksanakan tugasnya Komisi
Pemilihan Umum bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-
undangan serta dalam penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum
dan tugas lainnya. Komisi Pemilihan Umum memberikan |aporan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
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Banyak sekali kendala yang dihadapai Komisi Pemilihan Umum dalam
menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagal penyelenggara
pemilihan umum di Indonesia. Kendala-kendala tersebut meliputi kendala
yuridis dan kendala non yuridis. Kendala yuridis yang dialami Komisi

Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berkaitan dengan

kedudukannnya dalam a.-\ anegaraan Indonesia berkaitan dengan

dasar hukum pembe ayat (5) UUD 1945 yang
. ._/.h-:-.. Mqu\-. -.

\\i“h M//A 3

il la ben u;u,}& “nrn_j ('?

n 1945 dalam BAB
ketiga tahun 2001.

Pemilihan legidatif adalah Pemilihan umum secara langsung oleh
rakyat daerah yang bertujuan untuk memilih Kepala legislator, dan
diharapkan akan melahirkan wakil rakyat yang efektif dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian

hukum dalam sistem Negara K esatuan Republik Indonesia.
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Pemilihan Legidatifmerupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat
daerah, dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya penyelenggara

pemilihan yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Penyelenggara Pemilihan Umum Legidatif adalah Komisi Pemilihan

Legidatif dalam

e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua
tahapan penyelenggaraan legidlatif berdasarkan ketentuan peraturan b
perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari kpu dan/atau

Kpu provinsi
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f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan
Legidatif

g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang
disigpkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data
pemilu dan/atau pemilihan legidlatif terakhir dan menetapkannya sebagai
daftar pemilih A

h. Menerima dafta m penyelenggaraan pemilihan
legislati --/E%.E* MUK A \ i

Ny .o

Yy,
i ..' ‘OLK"AS h
4 y g \ %"’ .
,. dan '\\\di hf /. | _; suara

berita acaranya

n. Melaporkan hasil pemilihan legidlatif kepada kpu melalui kpu provinsi

0. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi panwaslu kabupaten/kota
atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan

p. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara

anggota PPK, anggota PPS, sekretaris kpu kabupaten/kota, dan pegawai
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sekretariat kpu kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan
berdasarkan rekomendasi panwaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan

0. Melaksanakan sosidisasi penyelenggaraan pemilihan legidatif yang

berkaitan dengan tugas kpukabupaten/kota kepada masyarakat
r. Melaksanakan tuwez \ g, berkaitan dengan pemilihan

/é‘ %*‘5 M \ undangan dan
oM,
W

F. Kerangka P
KPU (Komis Pemilihan Umum) menjalankan tugas wewenangnya
sebagai penyelenggara pemilu di daerah berdasarkan Undang-Undang No. 15
Tahun 2011 sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2007
tentang penyelenggara pemilihan umum yang berlaku sampal saat ini. Di

dalam UU tersebut dimuat ha — hal mulai dari asas penyelenggara pemilu,
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peraturan — peraturan mengenai KPU itu sendiri (mulai dari tingkat lokal
sampai tingkat nasional) dan juga hal — hal lainnya yang bersangkutan dengan
penyelenggara pemilu di Indonesia..

Daam penelitian ini dikgi lebih secara spesifik mengena tugas dan

wewenang KPU Kabupaten Jeneponto dalam penyelenggaraan pemilihan

. Pemutakhire & f
’?pUETAKANN ob
p—

empengaruhi:

4. Pencalonan 1. Faktor pendukung

. Pemungutan dan Perhitungan Suara 2. Faktor penghambat

|

Efektifitas Implementasi tugas dan

Kewenangan KPU Kabupaten

Jeneponto
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G. Fokus Pendlitian
Daam gambaran sederhana diatas penulis menitikberatkan pada fokus
penelitian yaitu bagaimana Implementasi tugas dan wewenang komisi

pemilihan umum ( KPU) Kabupaten Jeneponto pada pemilu legidatif tahun

2014. Selain itu, penulis juga aké&a 'meneliti lebih jauh tentang implementas

dan faktor-faktor yang x-“/ \
N / <pS MUH4

H.Deskrl Q-: P.KASSA
Ny

' \ ¢d" B'L /

"""‘h...:u .&.'ﬂww o

l.h!

2. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan,legidatif dan/atau

yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/K ota kepada masyarakat
3. Menetapkan calon legidatif yang telah memenuhi persyaratan
4. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang

disigpkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data
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pemilu dan/atau pemilihan legidatif terakhir dan menetapkannya sebagai

daftar pemilih




BAB 111

METODE PENELITIAN

A.Waktu dan L okasi Penelitian
Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 2 bulan setelah seminar

peponto khususnya pada lingkup Komisi

proposal di wilayah Kabupaten Je
Th n /\ ponto  sebagai  Penyelenggara

Tipe pendlitian

Tipe pendlitian yang dilakukan adalah case study yaitu penelitian yang
dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau
proses tertentu secara mendalam dengan memilih data atau ruang lingkup

terkait dengan fokus penelitian dengan sampel yang dianggap representatif.

45
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C. Sumber Data
Dalam penélitian ini, data akan diperoleh dari dua sumber, yaitu:

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memakai teknik

AﬂUHq

AP

J‘P.
\\-b';-m’!‘-géﬂ_;/ L

i

u-gqv ar
ﬁ'\’-ﬁ,‘ I-nr

/ﬂr«

di Kabupaten Jeneponto.
Adapun tehnik penentuan informan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:
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Burhanuddin TindGe®

_,/'i.h:]

No Nama Inisial jabatan keterangan

1 | Muh. Alwi MA KetuaKPU 1 orang

2 | Laode Kaimuddin LK Ketua PPK kec. 1 orang
batang

3 | Kamaruddin Siama KS Anggota dewan 1 orang
terpilih

a. Wawancara (Interview), yaitu yeknik pengumpulan data dimana peneliti

secara langsung mengadakan tanya jawab dengan informan yang telah

ditentukan.

b. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, majalah,

surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain
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yang ada hubungannnya dengan Implementasi Implementasi Tugas dan
Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto pada
Pemilihan legidlatif Tahun 2014.

F. Teknik Analisis Data

Berangkat dari penelitian ini, untuk menganalisis data yang telah

i ! 5 e = Y1 ¢
teknik peng sy ; pada waktu yang
berbeda.
1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain

keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya
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2. Triangulasi Metode
Triangulas metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber

dengan menggunakan metode atau teknik tertentu diuji kekuatan atau

ketidakakuratannya

3. Triangulas Waktu

Triangulasi waktu juga sfing

—

yang di kumpulkar”g yancara atau pengumpulan data

mempengaruhi kredibilitas data. Data

o= \ "‘I" fl//
= &Ljh{é
By - 4



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondis Wilayah Kabupaten Jeneponto

Sejak otonomi daerah diberlakukan tahun 2001, Kabupaten Jeneponto

kecamatan dan sampai saat ini
Kabupaten Jeneponto [ q- a=dan 113 desalkelurahan (31

,4 ns Mqu

mengalami beberapa kali pemek

tahun2010, dengan rata-rata pertumbuhan 1,19%. Dengan jumlah RumahTangga

sebesar 76.530, didapatkan rata-rata jumlah anggota per rumahtangga sebesar 4

orang.

50
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Tabd 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Jeneponto berdasarkan DPT

diTahun 2014

No | Kecamatan L aki-laki Perempuan Jumlah
1 Bangkala 20.666 22.004 42.670
2 Bangkala Barat 9.972 10.762 20.734
3 Tamaatea 16.245 17.332 33.577
4 Bontoramba 15.775 30.551
5 Binamu 20.523 39.330
6 Turatea 33.486
7 Batang 16.769
8

9

12 Kursi

Daerah

Pemilihan Il =7 | ramk: 10 Kursi

Daerah KCocamea sangkala

Pemilihan IV - Kecamatan Bangkal :
Barat 10 Kurs

Sumber: KPU Kabupaten Jeneponto
Segjak ditetapkan undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun2012
Pasal 1 yatu Pemilihan Umum, yang selanjutnya Pemilu adalahsarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secaralangsung, umum, bebas,
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rahasia, jujur, dan adil dalam Negara KesatuanRepublik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
Salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan

Pemilihan umum legidatif secara langsung di tahun 2014adalah Kabupaten

Jeneponto. Kabupaten yang terdiri dari 11 kecamatanini, melaksanakan pemilihan

alk & I‘I| 2014

legislatif secaralangsung pada tangg \
B. i as / )

El*"\\ "
"':.1‘ 0¥

Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setigp tahapan
penyelenggaraan pemilihan legidlatif berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan

d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS daam pemilihan legidatif dalam

wilayah kerjanya
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e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua
tahapan penyelenggaraan legidlatif berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU
dan/atau KPU provinsi

f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan

legidlatif

. Memutakhirkan € Tkan data kependudukan yang

penghitungan suara-de D iTieny annya Kepada saksi peserta
pemilihan, Panwaslu K abupaten/K ota, dan KPU Provinsi

|. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/K ota untuk mengesahkan hasil
pemilihan legidatif dan mengumumkannya

m. Mengumumkan calon legislator terpilih dan dibuatkan berita acaranya

n. Melaporkan hasil pemilihan legidlatif kepada kpu melalui KPU Provinsi
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0. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/K ota
atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan

p. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara
anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan

pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan

tindakan yang mengaklb gunya tahapan penyelenggaraan
pemilihan berda; ,.- =

waslu Kabupaten/K ota dan/atau
Fq MUM N

My,
K.AS, Y .
PEL ?eﬁr) o -‘ yang

u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU
Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dari beberapa tugas dan kewenangan KPU diatas, peneliti hanya mengambil
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beberapa sgja diantaranya adalah rekrutmen PPK dan PPS; pemutakhiran data;
sosialisasi; pencalonan; pemungutan dan perhitungan suara.
1. Rekrutmen PPK dan PPS

Salah satu unsur penentu dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilu,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto membentuk panitia

r ﬁc“
1 : ’ﬂ'ﬁs (0
: TAKAAN
3. : :
4. Arungkeke 7 (Orang) 4 (Orang)
5. Batang 7 (Orang) 1 (Orang)
6. Binamu 14 (Orang) 1 (Orang)
7. Turatea 8 (Orang) 1 (Orang)
8. Tamalatea 12 (Orang) 2 (Orang)
9. Bontoramba 11 (Orang) 2 (Orang)
10. Bangkala 6 (Orang) 4 (Orang)
11. Bangkala Barat 11 (Orang) 2 (Orang)
Jumlah 92 (Orang) 27 (Orang)

Sumber: data KPU Kabupaten Jeneponto
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Jumlah Pendaftar anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan
dinyatakan lulus verifikasi berkas terdiri dari:

Tabel 4.4. Calon Anggota PPS

Peserta

a0 NI L aki-L aki Perempuan
Kelara 34 (Orang) 19 (Orang)
Rumbia 29 (Orang) 20 (Orang)
Tarowang 27 (Orang) 6 (Orang)

Arungkeke 16 (Orang)
12 (Orang)

21 (Orang)
14 (Orang)
11 (Orang)

ROWoOo~NoUO~WNE

©

&\-. ii |.'|. : “.&.
%mmrrw;;
e 2 okl ‘QV

Pemilihan Suara (PPS

“Daam perekrutan PPK dan PPS yang kami lakukan, kami tidak
menyangka begitu antusiasnya masyarakat Jeneponto untuk terlibat aktif
dalam tahap seleks anggota PPK dan PPS. Jadi dalam ha ini kami
melakukan penyeleksian semakin selektif untuk menghasilkan anggota
PPK dan PPS yang mempunyai integritas dan kemampuan yang tinggi
serta punya tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya untuk membantu KPU Jeneponto”. (Wawancara, MA,
Desember 2015)
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Hampir sama dengan yang disampaikan oleh ketua PPK Kecamatan
Batang berkaitan dengan perekrutan anggota PPK dan PPS yang dilakukan oleh
KPU Jeneponto sebagai berikut:

“Pada saat kami mengikuti tahap seleksi pemilihan anggota PPK yang
dilakukan KPU Jeneponto, bagitu banyak peserta yang mengikuti seleksi
tersebut dan tahap seleksi yang dilakukan KPU Jeneponto begitu ketat dan
selektif dengan alasan untuk menghasilkan anggota PPK dan PPS yang
mampu membantu tugas_«fa, kewenangan KPU Jeneponto dalam

digunakan KPU untuk menyusun daftar pemilih Pemilu 2014. Harapan besar

ditujukan kepada Komisioner KPU saat ini untuk dapat membuat data pemilih
yang lebih baik dari Pemilu sebelumnya.

Berdasarkan Pemilu 2009 banyak pemilih yang tidak dapat memberikan
hak suaranya karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih.Tetapi berdasarkan

laporan Komnas HAM menunjukkan terdapat sekitar 25-40% pemilih kehilangan
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hak pilihnya. Kekacauan daftar pemilih pada Pemilu 2009 berujung pada
pembentukan Panitia Khusus (Pansus) hak angket pelanggaran konstitusional
terhadap hak warga negara untuk memilih yang dikenal dengan Pansus Hak
Angket DPT.

Menghindari situasi yang sama, KPU bersama jgjarannya membuat skema

tahapan pemilu dengan sistem pem

Tabd 4.5. Daftar Pemilih Tetap

secara bertahap mulai dari DP4

No Nama Jumlah | Jumlah Jumlah Pemilih
Kecamatan Desa/K el TPS L P L+P+N
1 | Arungkeke 7 39 7,599 8,276 | 15,875
2 Bangkala 14 110 20,666 | 22,004 | 42,67
3 Bangkala Barat 8 53 9,972 | 10,762 | 20,734
4 Batang 6 48 7,872 9,005 | 16,877
5 Binamu 13 104 18,807 | 20,523 | 39,33
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6 Bontoramba 12 7 14,78 | 15,771 | 30,551
7 Kelara 10 57 10,595 | 11,596 | 22,191
8 Rumbia 12 60 10,139 | 10,666 | 20,805
9 Tamalatea 12 84 16,242 | 17,335 | 33,577
10 | Tarowang 8 53 9,566 | 10,212 | 19,778
11 | Turatea 11 67 12,963 | 13,87 | 26,833

TOTAL 113 752 | 139,201 | 150,02 | 289,224

Sumber: data KPUD Jeneponto

Penetapan Daftar ﬁs merupakan ha yang paling urgen dalam

penyelnggaraan
mewadahi masyara 1akal 4 nye~Gleh karena itu, Komis
/é" L ' QA- : ' jan data secara

‘ . _* ‘\\"’hi liﬁry A

tetap dapat

menggunakan KTP dan KK dalam pemilu tentunya ini sangat meringan
masyarakat terutama masyarakat Jeneponto. Pada dasarnya Pemilu adalah wujud
nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan
umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang
sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Pemilu pada

hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat
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dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada
wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Seperti yang diungkapkan oleh
ketua panitia pemilihan dapil I1berikut ini:

“Dengan memberikan sarana kepada masyarakat bahwa masyarakat hal
paling utama dalam pemilihan calon legislatif maupun eksekutif karena
pada dasarnya rakyatlah yang berdaulat maka dikembalikan kepada rakyat
sebagal penentu dari hak asasihdalam memilih terutama di Jeneponto ini”

D KTt KK el ilunya tidak ada
PP OSSN, g '
L KK \. ,f “ﬁ:}r\ ﬁ ' dalam pemilu

Sosidlisas  pemilu ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan
demokrasi di Indonesia, tentang tahapan dan program Pemilu, tentang beberapa
hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar,

meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta
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dalam setigp tahapan pemilu, meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih
dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu.

Tabel Data Partisipasi Pemilih

No | Tahun Jumlah DPT Jumlah Partisipasi Pemilih

1 | 2009 273.367 225.845

289.224 278.143

LSM. Ba

!’.’l!inln ar LS p—r

mengena  pemutahir a pe pendldlkan pemilih dengan
melibatkan nara sumber darl KPU Jeneponto dan LSM Garda Lontara Sakti
Sul-Sel dan ahamdulillah ini terbukti dari hasil partisipasi pemilih yang
meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 3% ”. (Wawancara, MA,
Desember 2015 )

Masih berkaitan dengan program sosialisas yang menjadi kewenangan
KPU, Komisioner KPU Kabupaten Jeneponto menambahkan sebagai berikut:

“Kami juga gencar melakukan sosialisasi dibeberapa titik diantaranya
adalah sosialisasi pemilu di tingkat kecamatan, sosialisas untuk penyuluh
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agama islam, sosidlisas dan pendidikan pemilih di tingkat kelurahan,

sosidisas untuk narapidana, sosialisasi untuk penyandang cacat,

sosialisasi untuk pemilih pemula” (Wawancara, S, Desember 2015)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan
startegi komunikasi tradisiona diharapkan agar masyarakat lebih aktif dalam

pemilu karena pada dasarnya konsepsi proses penyampaian informasi atau

sosidisasi pemilu tidak dapat |epasia

yang dikatakan oleh Hs ,,/ ehelapat bahwa umtuk melakukan

/.,::ﬁ ‘% MIJH 4 \ en komunikasi lanjutnya

komunikasi beberat K

N e
\\\uﬂ! hﬂ’

"‘ "'J,\hl‘_l' ok/e -u- . vl € 3 jadinya

“'_'-A

prinsip-prinsip dasar komunikasi. Seperti

2 sendiri sering
akukan secara
alon yang akan

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi tugas
dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilu legidatif tahun
2014 kabupaten jeneponto dalam hal melaksanakan sosialisas penyelenggaraan
pemilihan, masih belum efektif sosiadisas yang dilakukan oleh KPU dengan
melihat sebagian masyarakat yang masih belum terlau mengetahui tata cara

mencoblos dengan baik sehingga masih diperlukan perbaikan atau sosialisasi
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yang lebih efektif dari sebelumnya. Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang
Penyeleggaraan Pemilihan Umum diatur mengenai penyelenggara Pemilu yang
dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Urnum (KPU) yang bersifat nasional,
tetap, dan mandiri. Tugas pokok dan wewenang KPU adalah: Menyelenggarakan

Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provins dan DPRD Kabupaten Kota;

Menyelenggarakan Pemilu . dan Wakil Presiden; Menyelenggarakan

Pemilu Kepala Daerah dar.\é w satu tugas penting dalam
V05 MUH. N

penyel engg {(;
W o W

o

Program/K egiata
a Veifikas Kelengkapan | 23 April s/d 6 Me | Dilaksanakan Oleh:
Administrasi Daftra calon dan | 2013 KPU Kabupaten
bakal calon anggota DPRD Jeneponto
kabupaten/kota
1. Penyampaian hasil Dilaksanakan Oleh
verifikas kelengkapan KPU Kabupaten
administrasi  daftar calon Jeneponto

dan bakal calonkepada
partai  politik  peserta
pemilu

2. Perbakan Daftar Caon Dilaksanakan oleh
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Dan Syarat Caon Serta partai politik ~ di
Penggjuan Bakal Calon masing-masing
Pengganti Anggota DPRD tingkatan
Kabupaten Jeneponto
. Verifikas terhadap Dilaksanakan Oleh
perbaikan daftar calon dan KPU Kabupaten
syarat caon  anggota Jeneponto
DPRD
KabupatenJeneponto
b. Penyusunan dan penetapan | 30 Mea /d 12 Juni | Dilaksanakan oleh
DCS cdon anggota DPRD 4 KPU Kabupaten
Kabupaten Jeneponto Jeneponto
C. Dilaksanakan Oleh
Dan KPU Kabupaten

: .‘EE‘H“"' ,g:f i
vize) t" ‘iw j

oleh

Anggota DPRD Kabupate partai politik ~ di
Jeneponto Kepada  KPU tingkatan  Kabupaten
Kabupaten Jeneponto Jeneponto

j. Penyusunan Dan Penetapan | 9 s/d 22 Agustus | Dilaksanakan Oleh
Daftar Caon Tetap (DCT) | 2013 KPU Kabupaten
Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto
Jeneponto

k. Pengumuman DCT Anggota | 23 /d 25 Agustus | Diumumkan oleh KPU
DPRD Kabupaten Jeneponto 2013 Kabupaten Jeneponto

Sumber: KPU Kabupaten Jeneponto
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Salah satu kewenangan KPU Jeneponto dalam pemilihan legidatif yaitu
melakukan penyaringan untuk mendapatkan calon anggota legidatif yang akan
berkompetiss dalam pemilihan legidatif Kabupaten Jeneponto tahun 2014.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Jeneponto sebagal

berikut:

on anggota legidlatif, ada beberapa

“Dalam tahap untuk men caI
gkl _calon anggotalegislatif yang telah

tahapan yang harus di
ditentukan wak ﬁ"f

: f,,.:hg Nill#H .

ﬂ:‘ ang Wwaktu yang terbatas dan

ﬁlt G slatan sebagal calon
pn,?\p\ﬂnm.. - dan pengadilan.

t "9 ¢ #'f‘ A_interpretasi
‘ "_':- i}*ﬁﬁu .‘ e 1”/

wawancara dengan beberapa informan berkaitan dengan pencalonan, dapat ditarik

sebuah kesimpulan bahwa tugas dan kewenangan KPU dalam pencalonan begitu
sulit karena harus diperhadapkan pada kendala yang sangat sulit yaitu tentang
waktu yang sempit dengan tahapan yang seharusnya memakan banyak waktu

selain biaya yang sangat mahal.
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5. Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan penting dalam
Pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Jeneponto tanpa mengeyampingkan
tugas dan kewenangan yang lainnya. Dimana pada tahapan ini masyarakat

memberikan hak suaranya kepada pilihan mereka tanpa ada intervens dari pihak

manapun. Sebagaimana yang Ketua KPU Kabupaten Jeneponto
[

suara berikut ini:

IS MUH4
\1@ RS S ‘-'-»-‘i
m\*!&!&*fff/

[ -L.

= %'* “5 oﬂﬁ'giz
NZ

J

perkaitan dengan

an perhitungan suara

adalah sebagai berikut:

“Pemilih yang buta huruf atau tuna aksara pada hari pemungutan suara
meminta bantuan pada petugas KPPS untuk didampingi pada saat
memberikan hak suaranya, namun KPPS terkendala dengan aturan yang
tidak mengatur ha tersebut sehingga menimbulkan perdebatan di
TPS.Penyelenggara dalam hal ini KPPS keliru dalam pengisian formulir,
terutama pada kolom data pemilih dan pengguna hak pilih, sehingga saat
melakukan scan tidak singkron antara SK data pemilih dan kenyataan
yang dilakukan.Saat melalukan perbaikan pada formulir, penyelenggara
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lupa memberikan tanda paraf disamping kolom yang diperbaiki, sehingga
ada penafsiran melakukan kecurangan”. (Wawancara, LK, Desember
2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dismpulkan bahwa
pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jeneponto

dengan menggunakan Aplikasi Perhitungan (Situng). Dengan menggunakan

Situng, masyarakat luas dapat mey a bebas. Namun KPU dalam
pemungutan dan perhi banyak menghadapi  kendala,
diantaranya adal ah.pe '\P"\S" ML f‘ﬂ,_,. nggara dalam pengisian

formulir. 6 A
«’5‘ \‘\P‘K -

beberapa faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat yang akan
dibahas dibawah ini
1. Faktor Pendukung
a. Faktor Internal
Pemilihan legidatif di Jeneponto Tahun 2014 dimaksudkan sebagai

instrumen untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Namun tidak bisa dipungkiri
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bahwa dalam proses pel aksanaannya terkadang di perhadapkan pada permasalahan
yang pelik selain karena adanya berbagai kepentingan juga melibatkan banyak
pihak. Sebagaimana yang diungkapkan Ketua KPU Kabupaten Jeneponto sebagai

berikut:

“Kami telah melaksanakan semaksimal mungkin pemilihan legislatif yang
bersih jujur dan adil, dan itu terlaksana karena didukung oleh beberapa
faktor diantaranya adalah ;;""ﬁ dasan peraturan perundang-undangan.
Kesuksesan KPU tidak.séi .o tanpa ada kebijakan yang jelas
dan sistematis. Fak-torpe AlFvang menurut kami yang paling

g : endiri. Regulasi yang jelas

Ci
o))

s

memprestasikan dalautan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak

ada Negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan
umum yang dilakukan secara sistematik dan berkala. Oleh karena itu
pemilu juga digolongkan sebagai elemen penting dalam system demokrasi,

apabila suatu Negara telah melaksanakan proses pemilu dengan baik,
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transparan, adil, teratur dan kesinambungan, maka Negara tersebut dapat
dapat dikatakan sebagai Negara yang tingkat kedeomkratisasiannya baik,
namun sebaiknya apabila suuatu Negara tidak melaksanakan pemilu atau
tidak mampu melaksanakan pemilunya, kecurangan, diskriminasi, maka

Negaraitu puladinilai sebagai Negara yang anti demokrasi.

2. Faktor Penghamba

Seperti yang dikatakan oleh Ketua KPU Kabupaten Jeneponto sebagal

berikut;

“Pada dasarnya kesuksesan sebuah pemilu ditentukan oleh
beberapa hal yang diantaranya menyangkut pemilih yang
merupakan salah satu karakteristik pemerintah demokrasi yaitu
pemerintah didasarkan atas pstisipasi masyarakat sebagai sarana
kedaulatan rakyat yang memilih dan menentukan pejabat, kita tidak
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bisa memprediksi keadaan masyarakat pada hari H pemilihan
umum sehingga tidak bisa ikut dalam pemilihan” (Wawancara,
MA, Desember 2015)

Dari hasil wawancara di atas, partisipas masyarakat dalam
pemilihan umum sangat diharapakan agar pemilihan umum yang sedang

berlangsung dapat bergjalan sesuai yang diharapakn oleh pemerintah.

Aal berikut:

43;1\

i’i
R

Sk
jl,pus?:q 'ﬂu o

diucapkan dalam masa kampanye serta koordinasi yang dilakukan antar
lembaga yang terkait salah satu hal penting dalam pemilihan umum
dengan adanya kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah
dalam pelaksanaan wewenang dari daerah merupakan suatu tuntutan
profesionalitas aparatur pemerintah yang berarrti memiliki kemampuan

pelaksanaan tugas tugas, adanya komitmen terhadap kualitas kerja,
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dedikasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani
oleh pemerintah daerah. Koordinasi pada dasarnya adalah usaha
penyesuaian bagian-bagian yang berbeda , agar kegiatan daripada bagian-
bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat

memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar memperoleh

hasil secara keseleruhan .
i yar /‘/\‘-;._. KPU Kabupaten Jeneponto,
X Aty

g ;
o }\;\mhﬁfw '
'IT \k“ f.ﬂ:ﬁ: »... v "I 'M'

kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan dergjat saling
ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Koordinasi
yang efektif adalah suatu keharusan yang mencapa administrasi/
manajemen yang baik dan merupakan tanggung jawab yang langsung dari

pimpinan
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b. Faktor Eksternal

Dalam pemilu keikutsertaan masyarakat sangat penting karena
sukses tidaknya pemilu salah satunya adalah ditentukan bagaimana
partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu

tersebut. Pemilu merupakan salah satu tonggak penting yang

memprestasikan dal autan dapat dikatakan bahwa tidak
/. .

a uang adanya pemilihan

abita Salob D A ) akdn pemilu atau
%?ﬁ ) inasi, maka

mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya
tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak
memiliki identitas kependudukan (KTP). Seperti yang dikatakan oleh

Ketua KPU Kabupaten Jeneponto yang mengatakan sebagal berikut:
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“Sudah dibahas sebelumnya bahwa apabila masyarakat tidak
terdaftar sebagai pemilih maka kmi memberikan ruang yaitu bisa
menggunakan KTP sebagaia adat memilih calon legidatif, kami
sudah memberikan sosidlisas kepada masyarakat akan tetapi
masyarakat terkesan acuh dalam mengetahui hal-hal teknis yang
terkait pemilihan” (Wawancara, MA, Desember 2015)

Dari hasil wawancara diatas adanya sikap acuh masyarakat dalam

merespon sosiadlisas yang diberikan oleg KPU sebelum pemilihan

/\\ elihan legislatif 2014, partisipasi

S MU
A SE >
WS4 4

0é
e e

Q
|

°ne 0 juga ikut serta
.&Q ."‘r e TPS setempat

keringanan dengar artu hak pilih dengan KTP dengan
mensosialisasikan  sebelumnya kepada masyarakat dengan
menugaskan anggota KPU serta merekrut masyarakat sebagai ketua
TPS dan yang lainnya sebagai anggota TPS” (Wawancara, A,
Desember 2015)

Senada yang dikatakan oleh Ketua Kabupaten Jeneponto yang
mengatakan sebagai berikut:

“Dengan melibatkan masyarakat sebagai unsur demokrasi, untuk
itu penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan
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demokrasi, tentu sga tidak boleh dilepaskan dari adanya
keterlibatan masyarakat” (Wawancara, MA, Desember 2015)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, pemerintah telah
memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu dan
bagaimana sebenarnya pemilu itu, mulai dari cara-cara memilih calon yang

dipilihnya hingga masyarakat yang belum mendapatkan hak untuk

ol
helu TAKAA N dampak_ dari sosialisasi yang

diberikan ole ' emang pihak KPU memberikan
sosidisasi akan tetatpi tidak secara menyeluruh sehingga kami
sebagain masyarakat kurang mengetahui cara-cara memilih dengan
benar sehingga kami juga kadang enggan datang ke TPS”
(Wawancara, SS, Desember 2015)

Senada yang dikatakan oleh masyarakat lain yang mengatakan

sebagai berikut:
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“Saya pernah menjadi anggota KPS, saya biasa datang ke KPU
sebelum pemilu dilaksanakan sebelumnya kami diberikan cara-cara
pelaksanaan pemilu sehingga pada saat pemilu nanti  kami
menjelaskan kepada masyarakat di TPS sebelum melaksanakan
pemilu dihari itu juga, memang melakukan sosialisasi secara
merata hanya pada saat pemilu sgja sehingga sebagian masyarakat
mengalami kesalahan saat pemilu” (Wawancara, S, Desember
2015)

juga kuaitas pemilih dan membangun kesadaran pemilih dalam
melaksanakan hak sekaligus kewagjibannya sebagai warga Negara yang
saat ini cenderung berfikir pragmatis daam memimilih wakil di

pemerintahan.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi tugas dan wewenang

KPU pada pemilu legidlatif, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian menunj ukkementasi tugas dan wewenang KPU

Pemilu legidatif 2. Parsitipasi Masyarakat.

3. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Tugas dan Wewenang KPUD
pada Pemilu legidatif Tahun 2014 di Kabupaten jeneponto, yaitu: Faktor
Internal Dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri serta faktor eksternal: (a)

Kurangnya sinergitas antara KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Panwaslu

76
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(Panitia Pengawas Pemilu) dalam melaksanakan dan menyukseskan Pemilu
legidatif; (b) Masyarakat terkesan apatis dalam mengetahui hal-hal teknis
terkait pemilihan; (c) Kurang diperhatikannya sosialisasi yang jelas dan terarah
mengenai Peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU tentang

penyelenggaraan Pemilu legidatif kepada setiap jgjaran Penyelangga mulai

dari PPK, PPS dan KPPS; (d) Dat&'penduduk yang diperoleh KPU dari Dinas

.....

S v

mempengaruhi tugas dan wewenang k
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